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SALINAN

WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 10 TAHUN 2023
TENTANG
PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 Peraturan
Daerah Kota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2021 tentang
Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan
Peraturan Walikota tentang Penggunaan Barang Milik
Daerah;

1.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah,
Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor
43);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6841);

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 12 Tahun
2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
(Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2021 Nomor
12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Yogyakarta
Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGGUNAAN BARANG

MILIK DAERAH.

kumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1.

10.

11

12.

(1)
(2)

(3)

Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua
barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan
belanja daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam
mengelola dan menatausahakan BMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi
perangkat daerah yang bersangkutan.

Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola Barang
adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan
kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan BMD.

Pejabat Penatausahaan Barang adalah kepala perangkat daerah yang
mempunyai fungsi pengelolaan BMD selaku pejabat pengelola keuangan
daerah.

Pengguna Barang adalah kepala perangkat daerah selaku pemegang
kewenangan Penggunaan BMD.

Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Kuasa
Pengguna Barang adalah kepala unit kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh
Pengguna Barang untuk menggunakan BMD yang berada dalam
penguasaannya dengan sebaik-baiknya.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang
ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Persetujuan Bangunan Gedung adalah perizinan yang diberikan kepada
pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubabh,
memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung dan
prasarana dan sarana bangunan sesuai dengan standar teknis bangunan.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah.

Walikota adalah Walikota Yogyakarta.

. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Daerah adalah Kota Yogyakarta.

BAB II
PENGGUNAAN

Pasal 2
Walikota menetapkan status Penggunaan BMD.

Walikota dapat mendelegasikan penetapan status Penggunaan BMD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain tanah dan/atau bangunan
dengan kondisi tertentu kepada Pengelola Barang.

Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan kriteria BMD
yang tidak mempunyai bukti kepemilikan atau dengan nilai tertentu.
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(4)

(5)

Walikota menetapkan nilai tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dengan Keputusan Walikota.

Penetapan status Penggunaan BMD sebagaimana dimaksud ayat (1) dan
ayat (2) dilaksanakan secara tahunan.

Pasal 3

Penggunaan BMD meliputi:

a.
b.

C.

(4)

(5)

penetapan status Penggunaan BMD;
pengalihan status Penggunaan BMD;
Penggunaan sementara BMD; dan

penetapan status Penggunaan BMD untuk dioperasikan oleh pihak lain.

BAB III
PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN
Bagian Kesatu
Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Oleh Walikota

Pasal 4

Pengguna Barang mengajukan permohonan penetapan status Penggunaan
BMD yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah
kepada Walikota.

Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
setelah diterimanya BMD berdasarkan dokumen penerimaan barang pada
tahun anggaran yang berkenaan.

Permohonan penetapan status Penggunaan BMD sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diajukan secara tertulis oleh Pengguna Barang kepada
Walikota paling lambat pada akhir tahun berkenaan.

Walikota menerbitkan keputusan penetapan status Penggunaan BMD
setiap tahun pada awal tahun berikutnya.

Pasal 5

Pengajuan permohonan penetapan status Penggunaan BMD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) disertai dokumen.

Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk BMD berupa tanah
yaitu fotokopi sertifikat.

Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk BMD berupa
bangunan yang diperoleh dari APBD yaitu:

a. fotokopi Persetujuan Bangunan Gedung atau istilah lain yang
dipersamakan; dan

b. fotokopi dokumen perolehan.

Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk BMD berupa
bangunan yang diperoleh dari perolehan lainnya yang sah berupa dokumen
berita acara serah terima.

Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk BMD berupa tanah
dan bangunan yang diperoleh dari APBD yaitu:

a. fotokopi sertifikat;
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(6)

(7)

(2)

(1)

b. fotokopi Persetujuan Bangunan Gedung atau istilah lain yang
dipersamakan; dan

c. fotokopi dokumen perolehan.

Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk BMD berupa tanah
dan bangunan dari perolehan lainnya yang sah berupa dokumen berita
acara serah terima.

Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk BMD selain tanah
dan/atau bangunan yang memiliki dokumen yaitu:

a. fotokopi dokumen kepemilikan; dan/atau
b. fotokopi dokumen perolehan.

Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk BMD yang dari awal
pengadaan direncanakan untuk dilakukan pemindahtanganan dengan cara
penyertaan modal Pemerintah Daerah yaitu:

a. fotokopi dokumen pelaksanaan anggaran;
b. fotokopi dokumen kepemilikan, untuk BMD berupa tanah;

c. fotokopi Persetujuan Bangunan Gedung atau istilah lain yang
dipersamakan, untuk BMD berupa bangunan; dan/atau

d. fotokopi dokumen perolehan.

Pasal 6

Pengelola Barang melakukan penelitian atas permohonan penetapan status
Penggunaan BMD dari Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (1).

Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum
mencukupi, Pengelola Barang dapat:

a. meminta keterangan atau data tambahan kepada Pengguna Barang
yang mengajukan permohonan penetapan status Penggunaan BMD;
dan/atau

b. melakukan pengecekan lapangan.
Pasal 7

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat
(1), Walikota menetapkan status Penggunaan BMD.

Status Penggunaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
dengan Keputusan Walikota.

Dalam hal Walikota tidak menyetujui permohonan Pengguna Barang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Walikota melalui Pengelola
Barang menerbitkan surat penolakan kepada Pengguna Barang disertai
alasan.

Bagian Kedua
Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Oleh Pengelola Barang

Pasal 8

Pengelola Barang menetapkan status Penggunaan BMD berdasarkan
kewenangan yang didelegasikan oleh Walikota sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (2).

Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara




(2)

(3)

Penetapan status Penggunaan BMD oleh Pengelola Barang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dengan mekanisme Pengguna Barang mengajukan
permohonan penetapan status Penggunaan BMD yang diperoleh dari beban
APBD dan perolehan lainnya yang sah kepada Pengelola Barang.

Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan
setelah diterimanya BMD berdasarkan dokumen penerimaan barang pada
tahun anggaran yang berkenaan.

Permohonan penetapan status Penggunaan BMD diajukan secara tertulis
oleh Pengguna Barang kepada Pengelola Barang paling lambat pada akhir
tahun berkenaan.

Pasal 9

Ketentuan mengenai dokumen yang disertakan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 dan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berlaku mutatis
mutandis terhadap dokumen yang disertakan dan penelitian pada penetapan
status Penggunaan BMD yang dilakukan oleh Pengelola Barang.

(1)
(2)

(3)

(1)
(2)

(1)

(2)

(3)

Pasal 10

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9,
Pengelola Barang menetapkan status Penggunaan BMD.

Status Penggunaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
dengan Keputusan Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang.

Dalam hal Pengelola Barang tidak menyetujui permohonan Pengguna
Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Pengelola Barang
menerbitkan surat penolakan kepada Pengguna Barang disertai alasan.

BAB IV
PENGALIHAN STATUS PENGGUNAAN

Pasal 11
Pengalihan status Penggunaan dapat dilakukan terhadap BMD.

Pengalihan status Penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan berdasarkan:

a. Iinisiatif dari Walikota; atau

b. permohonan dari Pengguna Barang lama.

Pasal 12

Pengalihan status Penggunaan BMD berdasarkan inisiatif dari Walikota
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 2 huruf a dilakukan dengan
pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pengguna Barang.

Pengalihan status Penggunaan BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal
11 ayat (2) huruf b dari Pengguna Barang lama kepada Pengguna Barang
lainnya untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi dilakukan berdasarkan
persetujuan Walikota.

Persetujuan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didelegasikan
kepada Pejabat Penatausahaan Barang.
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(4)

(5)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

Pengalihan status Penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan terhadap BMD yang berada dalam penguasaan Pengguna
Barang dan tidak digunakan oleh Pengguna Barang yang bersangkutan.

Pengalihan status Penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan tanpa kompensasi dan tidak diikuti dengan pengadaan BMD
pengganti.

Pasal 13

Pengalihan status Penggunaan BMD berdasarkan permohonan dari
Pengguna Barang lama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2)
huruf b dilakukan dengan pengajuan permohonan secara tertulis oleh
Pengguna Barang kepada Pengelola Barang.

Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal
memuat:

a. data BMD yang akan dialihkan status penggunaannya;

b. calon Pengguna Barang baru; dan

c. penjelasan serta pertimbangan pengalihan status Penggunaan BMD.
Data BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:

a. kode barang;

b. kode register;

c. nama barang;

d. jumlah;

e. jenis;

f. nilai perolehan;
g. nilai penyusutan;
h. nilai buku;

lokasi;

o

j- luas; dan

k. tahun perolehan.

Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri:
a. fotokopi daftar BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3); dan

b. surat pernyataan yang memuat kesediaan calon Pengguna Barang baru
untuk menerima pengalihan BMD dari Pengguna Barang lama.

Format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Walikota ini.

Pasal 14

Pengelola Barang melakukan penelitian atas permohonan pengalihan
status Penggunaan BMD dari Pengguna Barang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 13 ayat (1).

Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap
kelengkapan dan kesesuaian dokumen yang dipersyaratkan.
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(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum
mencukupi, Pengelola Barang dapat:

a. meminta keterangan atau data tambahan kepada Pengguna Barang
yang mengajukan permohonan pengalihan status Penggunaan BMD;
dan/atau

b. meminta konfirmasi kepada calon Pengguna Barang baru.

Pasal 15

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14,
Pengelola Barang memberikan persetujuan pengalihan status Penggunaan
BMD.

Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa surat
persetujuan Pengelola Barang.

Surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
a. data BMD yang akan dialihkan status Penggunaannya;

b. Pengguna Barang lama dan Pengguna Barang baru; dan

c. kewajiban Pengguna Barang lama.

Kewajiban Pengguna Barang lama sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf c yaitu:

a. melakukan serah terima BMD kepada Pengguna Barang baru yang
selanjutnya dituangkan dalam berita acara serah terima; dan

b. melakukan penghapusan terhadap BMD yang telah dialihkan dari
daftar barang pada Pengguna Barang berdasarkan surat keputusan
penghapusan barang.

Dalam hal Pengelola Barang tidak menyetujui permohonan Pengguna
Barang, Pengelola Barang menerbitkan surat penolakan kepada Pengguna
Barang dengan disertai alasan.

Pasal 16

Berdasarkan persetujuan Pengelola Barang sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 15 ayat (2), Pengguna Barang lama melakukan serah terima BMD
kepada Pengguna Barang baru.

Serah terima BMD kepada Pengguna Barang baru sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) paling lama 1 (satu) bulan sejak persetujuan alih status
Penggunaan BMD yang dituangkan dalam berita acara serah terima.

Berdasarkan berita acara serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), Pengguna Barang lama melakukan usulan penghapusan kepada
Pengelola Barang atas BMD yang dialihkan status Penggunaannya kepada
Pengguna Barang baru dari daftar barang pada Pengguna Barang.

Usulan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 1
(satu) minggu sejak tanggal berita acara serah terima.

Penghapusan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan
dengan Keputusan Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang.
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(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(1)

(2)

Pasal 17

Berita acara serah terima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2)
dan Keputusan Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang tentang
penghapusan BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5)
dilaporkan kepada Walikota dengan tembusan kepada Pengguna Barang
baru paling lama 1 (satu) minggu sejak keputusan penghapusan
ditetapkan.

Pengguna Barang dalam penatausahaan BMD melakukan pencatatan
berdasarkan:

a. persetujuan Pengelola Barang;
b. Dberita acara serah terima; dan

c. keputusan penghapusan BMD.

BAB V
PENGGUNAAN SEMENTARA

Pasal 18

BMD yang telah ditetapkan status Penggunaannya pada Pengguna Barang
dapat digunakan sementara oleh Pengguna Barang lainnya dalam jangka
waktu tertentu tanpa harus mengubah status Penggunaan BMD tersebut
setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Walikota.

Persetujuan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan
kepada Pengelola Barang.

Penggunaan sementara BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilakukan untuk jangka waktu:

a. paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk BMD berupa
tanah dan/atau bangunan; dan

b. paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang untuk BMD selain
tanah dan/atau bangunan.

Penggunaan sementara BMD dalam jangka waktu kurang dari 6 (enam)
bulan dilakukan tanpa persetujuan Pengelola Barang.

Pasal 19

Penggunaan sementara BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18
dituangkan dalam perjanjian antara Pengguna Barang dengan Pengguna
Barang sementara.

Biaya pemeliharaan BMD yang timbul selama jangka waktu Penggunaan
sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada
Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang yang menggunakan sementara
BMD bersangkutan.

Pasal 20

Permohonan Penggunaan sementara BMD diajukan secara tertulis kepada
Pengelola Barang.

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:

a. data BMD yang akan digunakan sementara;
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(3)

(1)
(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

b. Pengguna Barang yang akan menggunakan sementara BMD; dan
c. penjelasan serta pertimbangan Penggunaan sementara BMD.

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi
dokumen:

a. fotokopi keputusan penetapan status Penggunaan BMD; dan

b. fotokopi surat permintaan Penggunaan sementara BMD dari Pengguna
Barang yang akan menggunakan sementara BMD kepada Pengguna
Barang.

Pasal 21

Pejabat Penatausahaan Barang melakukan penelitian atas permohonan
Penggunaan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1).

Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap
kelengkapan dan kesesuaian dokumen yang dipersyaratkan.

Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum
mencukupi, Pejabat Penatausahaan Barang dapat:

a. meminta keterangan kepada Pengguna Barang yang mengajukan
permohonan Penggunaan sementara BMD; dan/atau

b. meminta konfirmasi dan klarifikasi kepada Pengguna Barang yang akan
menggunakan sementara BMD.

Pasal 22

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat
(1), Pengelola Barang memberikan persetujuan atas Penggunaan sementara
BMD.

Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
menerbitkan surat persetujuan Pengelola Barang.

Surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
a. data BMD yang akan digunakan sementara;
b. Pengguna Barang yang menggunakan sementara BMD;

c. kewajiban Pengguna Barang yang menggunakan sementara BMD untuk
memelihara dan mengamankan BMD yang digunakan sementara;

d. jangka waktu Penggunaan sementara;
e. pembebanan biaya pemeliharaan; dan
f. kewajiban Pengguna Barang untuk menindaklanjuti dalam perjanjian.

Dalam hal Pengelola Barang tidak menyetujui permohonan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), Pengelola Barang menerbitkan surat
penolakan kepada Pengguna Barang disertai alasan.

Pasal 23

Apabila jangka waktu Penggunaan sementara atas BMD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) telah berakhir, maka:

a. Pengguna Barang sementara mengembalikan BMD kepada Pengguna
Barang; atau
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(2)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(1)

(2)
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b. dilakukan pengalihan status Penggunaan kepada Pengguna Barang
yang menggunakan sementara BMD.

Mekanisme pengalihan status Penggunaan BMD sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 17 berlaku mutatis mutandis
terhadap mekanisme pengalihan status Penggunaan kepada pengguna
sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

Pasal 24

Pengguna Barang sementara dapat mengajukan permohonan perpanjangan
waktu Penggunaan sementara atas BMD sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 18 ayat (3).

Perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan
Pengguna Barang kepada Pengelola Barang paling lambat 3 (tiga) bulan
sebelum jangka waktu Penggunaan sementara BMD berakhir.

Mekanisme pengajuan permohonan, penelitian, persetujuan, dan
penetapan oleh Pengelola Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20
sampai dengan Pasal 22 berlaku mutatis mutandis pada mekanisme
pengajuan permohonan, penelitian, persetujuan dan penetapan terhadap
perpanjangan Penggunaan sementara BMD.

BAB VI
PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH UNTUK
DIOPERASIKAN OLEH PIHAK LAIN

Pasal 25

BMD yang telah ditetapkan status Penggunaannya pada Pengguna Barang,
dapat digunakan untuk dioperasikan oleh pihak lain.

Penggunaan BMD untuk dioperasikan oleh pihak lain sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka menjalankan pelayanan
umum sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Penggunaan BMD untuk dioperasikan oleh pihak lain sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam perjanjian antara Pengguna
Barang dengan pimpinan pihak lain.

Biaya pemeliharaan BMD yang timbul selama jangka waktu Penggunaan
BMD untuk dioperasikan oleh pihak lain dibebankan pada pihak lain yang
mengoperasikan BMD.

Pihak lain yang mengoperasikan BMD dilarang melakukan pengalihan atas
pengoperasian BMD tersebut kepada pihak lainnya dan/atau
memindahtangankan BMD bersangkutan.

Walikota dapat menarik penetapan status BMD untuk dioperasikan oleh
pihak lain dalam hal Pemerintah Daerah akan menggunakan kembali
untuk penyelenggaraan Pemerintah Daerah atau pihak lainnya.

Pasal 26

Permohonan Penggunaan BMD untuk dioperasikan oleh pihak lain
diajukan secara tertulis oleh Pengguna Barang bersangkutan kepada
Walikota.

Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
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a. data BMD;

b. pihak lain yang akan menggunakan BMD untuk dioperasikan;

c. jangka waktu Penggunaan BMD yang dioperasikan oleh pihak lain;

d. penjelasan serta pertimbangan Penggunaan BMD yang dioperasikan

oleh pihak lain; dan
e. materi yang diatur dalam perjanjian.

Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri
dokumen:

a. fotokopi keputusan penetapan status Penggunaan BMD;

b. fotokopi surat permintaan pengoperasian dari pihak lain yang akan
mengoperasikan BMD kepada Pengguna Barang; dan

c. fotokopi surat pernyataan dari pihak lain yang akan mengoperasikan
BMD kepada Pengguna Barang.

Surat pernyataan dari pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf ¢ merupakan pernyataan pihak lain yang memuat:

a. BMD yang akan dioperasionalkan dalam rangka pelayanan umum
sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah/unit kerja;

b. menanggung seluruh biaya pemeliharaan BMD yang timbul selama
jangka waktu pengoperasian BMD;

c. tidak mengalihkan pengoperasian dan/atau pemindahtanganan BMD
selama jangka waktu pengoperasian BMD; dan

d. mengembalikan BMD kepada Pengguna Barang, apabila jangka waktu
pengoperasian BMD telah selesai.

Pasal 27

Pengelola Barang melakukan penelitian atas permohonan Penggunaan
BMD untuk dioperasikan oleh pihak lain sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 26 ayat (1).

Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap
kelengkapan dan kesesuaian dokumen yang dipersyaratkan.

Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum
mencukupi, Pengelola Barang dapat:

a. meminta keterangan kepada Pengguna Barang yang mengajukan
permohonan Penggunaan BMD yang dioperasikan oleh pihak lain;

b. meminta konfirmasi dan klarifikasi kepada pihak lain yang akan
mengoperasikan BMD;

c. mencari informasi dari sumber lainnya; dan/atau

melakukan pengecekan lapangan dengan mempertimbangkan analisis
biaya dan manfaat.

Pasal 28

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat
(2), Walikota menetapkan Penggunaan BMD untuk dioperasikan oleh pihak
lain.
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Penggunaan BMD untuk dioperasikan oleh pihak lain sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) minimal memuat:
a. data BMD;

b. jangka waktu Penggunaan BMD untuk dioperasionalkan pihak lain;

c. pihak lain yang akan mengoperasionalkan BMD;

d. kewajiban pihak lain yang mengoperasikan BMD; dan

e. kewajiban Pengguna Barang.

Kewajiban pihak lain yang mengoperasikan BMD sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) huruf d meliputi pemeliharaan dan pengamanan BMD yang
dioperasikan.

Kewajiban Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e
meliputi:

a. menindaklanjuti Penggunaan BMD untuk dioperasikan oleh pihak lain
dengan perjanjian; dan

b. melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap BMD yang
dioperasikan oleh pihak lain.

Dalam hal Walikota tidak menyetujui permohonan Pengguna Barang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), Walikota menerbitkan
surat penolakan kepada Pengguna Barang disertai alasan.

Pasal 29

Penggunaan BMD oleh Pengguna Barang untuk dioperasikan oleh pihak
lain dituangkan dalam perjanjian yang ditandatangani oleh Pengguna
Barang dengan pihak lain.

Perjanjian Penggunaan BMD untuk dioperasikan oleh pihak lain
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 5 (lima) tahun dan dapat
diperpanjang.

Penandatanganan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan setelah adanya Keputusan Walikota tentang Penggunaan BMD
untuk dioperasikan oleh pihak lain.

Pasal 30

Perjanjian Penggunaan BMD untuk dioperasikan oleh pihak lain sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) minimal memuat:

a.

o

oo a0

data BMD yang menjadi objek;
Pengguna Barang;

pihak lain yang mengoperasikan BMD;
peruntukan pengoperasian BMD;
jangka waktu pengoperasian BMD;

hak dan kewajiban Pengguna Barang dan pihak lain yang mengoperasikan
BMD, termasuk kewajiban pihak lain tersebut untuk melakukan
pengamanan dan pemeliharaan BMD;
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pengakhiran pengoperasian BMD; dan

penyelesaian perselisihan.

Pasal 31

Pengguna Barang dapat melakukan perpanjangan Penggunaan BMD untuk
dioperasikan oleh pihak lain.

Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan Pengguna
Barang kepada Walikota paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu
Penggunaan BMD berakhir.

Pasal 32

Ketentuan mengenai permohonan, penelitian, dan penetapan Penggunaan
BMD untuk dioperasikan oleh pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal
26 sampai dengan Pasal 28 ayat (3) berlaku mutatis mutandis terhadap
mekanisme permohonan, penelitian, dan penetapan perpanjangan jangka
waktu Penggunaan BMD untuk dioperasikan oleh pihak lain.

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

Pasal 33
Penggunaan BMD untuk dioperasikan oleh pihak lain berakhir apabila:
a. berakhirnya jangka waktu sebagaimana tertuang dalam perjanjian,;
b. perjanjian diakhiri secara sepihak oleh Pengguna Barang; dan

c. ketentuan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Perjanjian diakhiri secara sepihak oleh Pengguna Barang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan apabila:

a. pihak lain yang mengoperasikan BMD tidak memenuhi kewajibannya
yang tertuang dalam perjanjian; atau

b. terdapat kondisi yang mengakibatkan pengakhiran Penggunaan BMD
untuk dioperasikan oleh pihak lain sebagaimana dituangkan dalam
perjanjian.

Dalam melakukan pengakhiran pengoperasian BMD yang didasarkan pada
kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengguna Barang meminta
persetujuan Walikota.

Pasal 34

Pada saat jangka waktu Penggunaan BMD telah berakhir, pihak lain yang
mengoperasikan BMD mengembalikan BMD kepada Pengguna Barang
dengan berita acara serah terima.

Pengguna Barang melaporkan berakhirnya Penggunaan BMD untuk
dioperasikan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada
Walikota paling lama 1 (satu) bulan sejak ditandatanganinya berita acara
serah terima dilampiri dengan fotokopi berita acara serah terima.
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BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 2 Februari 2023

Pj. WALIKOTA YOGYAKARTA,
ttd

SUMADI

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 2 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,
ttd

AMAN YURIADIJAYA

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2023 NOMOR 10
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LAMPIRAN

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 10 TAHUN 2023

TENTANG

PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH

FORMAT SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN CALON PENGGUNA BARANG
BARU UNTUK MENERIMA PENGALIHAN BMD

(Kop Perangkat Daerah)

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama

NIP

Jabatan

Perangkat Daerah/Unit Kerja

Dengan ini menyatakan kesediaan menerima pengalihan status Penggunaan
Barang Milik Daerah dengan rincian sebagaimana terlampir.

Demikian surat pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, tanggal/bulan/tahun

Kepala Perangkat Daerah,

Nama Terang
NIP

Pj. WALIKOTA YOGYAKARTA,
ttd

SUMADI
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